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LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  

SALINAN 

 
 

 

KEPUTUSAN  

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA 

 

NOMOR  281 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN 

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 288 TAHUN 2023 

TENTANG PANITIA PENILAI DAN PENYUSUTAN ARSIP LEMBAGA 

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, 

 

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan 

keanggotaan panitia penilai dan penyusutan arsip Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu 

menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas 

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 288 Tahun 2023 tentang 

Panitia Penilai dan Penyusutan Arsip Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5286); 

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
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Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 

Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 144); 

3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan 

Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1787); 

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 112); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan 

 

 

: 

 

 

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 288 TAHUN 2023 

TENTANG PANITIA PENILAI DAN PENYUSUTAN ARSIP 

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH. 

 

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 288 Tahun 2023 

tentang Panitia Penilai dan Penyusutan Arsip Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA 

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN 

ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA 

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH NOMOR 288 TAHUN 2023 

TENTANG PANITIA PENILAI DAN 

PENYUSUTAN ARSIP LEMBAGA 

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH 

NOMOR : 281 TAHUN 2024 

TANGGAL : 22 November 2024 

 

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENILAI DAN PENYUSUTAN ARSIP 

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

 

No. 
Kedudukan Dalam 

Tim 
Jabatan Unit Pengolah 

Panitia Penilai Arsip 

1. Ketua merangkap 

anggota 

Kepala Biro Hubungan 

Masyarakat dan Umum 

Biro Perencanaan 

dan Keuangan 
Anggota 1. Kepala Biro 

Perencanaan dan 

Keuangan  

2. Arsiparis 

2. Ketua merangkap 

anggota 

Kepala Biro Hubungan 

Masyarakat dan Umum 

Biro Hukum, 

Organisasi dan 

Sumber Daya 

Manusia 
Anggota 1. Kepala Biro Hukum, 

Organisasi dan 

Sumber Daya Manusia 

2. Arsiparis 

3. Ketua merangkap 

anggota 

Kepala Biro Hubungan 

Masyarakat dan Umum 

Bagian Tata 

Usaha 

Biro Hubungan 

Masyarakat, dan 

Umum 

Anggota 1. Kepala Bagian Tata 

Usaha, Biro Hubungan 

Masyarakat, dan 

Umum   

2. Arsiparis 
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No. 
Kedudukan Dalam 

Tim 
Jabatan Unit Pengolah 

4. Ketua merangkap 

anggota 

Kepala Biro Hubungan 

Masyarakat dan Umum 

Direktorat 

Pengembangan 

Strategi dan 

Kebijakan 

Pengadaan 

Umum 

Anggota 1. Direktur 

Pengembangan 

Strategi dan Kebijakan 

Pengadaan Umum  

2. Arsiparis 

5. Ketua merangkap 

anggota 

Kepala Biro Hubungan 

Masyarakat dan Umum 

Direktorat 

Pengembangan 

Strategi dan 

Kebijakan 

Pengadaan 

Khusus 

Anggota 1. Direktur 

Pengembangan 

Strategi dan Kebijakan 

Pengadaan Khusus  

2. Arsiparis 

6. Ketua merangkap 

anggota 

Kepala Biro Hubungan 

Masyarakat dan Umum 

Direktorat 

Pengembangan 

Iklim Usaha dan 

Kerjasama 

Internasional 

Anggota 1. Direktur 

Pengembangan Iklim 

Usaha dan Kerjasama 

Internasional  

2. Arsiparis 

7. Ketua merangkap 

anggota 

Kepala Biro Hubungan 

Masyarakat dan Umum 

Direktorat 

Perencanaan 

Transformasi, 

Pemantauan dan 

Evaluasi 

Pengadaan 

Anggota 1. Direktur Perencanaan 

Transformasi, 

Pemantauan dan 

Evaluasi Pengadaan  

2. Arsiparis 

8. Ketua merangkap 

anggota 

Kepala Biro Hubungan 

Masyarakat dan Umum 

Direktorat Sistem 

Pengadaan Digital 

Anggota 1. Direktur Sistem 

Pengadaan Digital  

2. Arsiparis 
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No. 
Kedudukan Dalam 

Tim 
Jabatan Unit Pengolah 

9. Ketua merangkap 

anggota 

Kepala Biro Hubungan 

Masyarakat dan Umum 

Direktorat Pasar 

Digital Pengadaan 

Anggota 1. Direktur Pasar Digital 

Pengadaan  

2. Arsiparis 

10. Ketua merangkap 

anggota 

Kepala Biro Hubungan 

Masyarakat dan Umum 

Direktorat 

Pengembangan 

Profesi dan 

Kelembagaan Anggota 1. Direktur 

Pengembangan Profesi 

dan Kelembagaan   

2. Arsiparis 

11. Ketua merangkap 

anggota 

Kepala Biro Hubungan 

Masyarakat dan Umum 

Direktorat 

Sertifikasi Profesi 

Anggota 1. Direktur Sertifikasi 

Profesi  

2. Arsiparis 

12. Ketua merangkap 

anggota 

Kepala Biro Hubungan 

Masyarakat dan Umum 

Direktorat 

Advokasi 

Pemerintah Pusat 
Anggota 1. Direktur Advokasi 

Pemerintah Pusat   

2. Arsiparis 

13. Ketua merangkap 

anggota 

Kepala Biro Hubungan 

Masyarakat dan Umum 

Direktorat 

Advokasi 

Pemerintah 

Daerah Anggota 1. Direktur Advokasi 

Pemerintah Daerah   

2. Arsiparis 

14. Ketua merangkap 

anggota 

Kepala Biro Hubungan 

Masyarakat dan Umum 

Direktorat 

Penanganan 

Permasalahan 

Hukum Anggota 1. Direktur Penanganan 

Permasalahan Hukum   

2. Arsiparis 
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No. 
Kedudukan Dalam 

Tim 
Jabatan Unit Pengolah 

15. Ketua merangkap 

anggota 

Kepala Biro Hubungan 

Masyarakat dan Umum 

Inspektorat 

Anggota 1. Inspektur  

2. Arsiparis 

16. Ketua merangkap 

anggota 

Kepala Biro Hubungan 

Masyarakat dan Umum 

Pusat Pelatihan 

SDM Pengadaan 

Barang/Jasa 
Anggota 1. Kepala Pusat Pelatihan 

SDM Pengadaan 

Barang/Jasa   

2. Arsiparis 

17. Ketua merangkap 

anggota 

Kepala Biro Hubungan 

Masyarakat dan Umum 

Pusat Data Dan 

Informasi 

Anggota 1. Kepala Pusat Data 

Dan Informasi   

2. Arsiparis 

    

Panitia Penyusutan Arsip 

1. Penanggung Jawab  Sekretaris Utama  

2. Ketua  Kepala Biro Hubungan 

Masyarakat dan Umum 

 

3. Anggota Arsiparis/Pengelola Arsip 

pada: 

1. Biro Perencanaan 

dan Keuangan 

2. Biro Hukum, 

Organisasi Dan 

Sumber Daya 

Manusia 

3. Bagian Tata Usaha, 

Biro Hubungan 

Masyarakat dan 

Umum 
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No. 
Kedudukan Dalam 

Tim 
Jabatan Unit Pengolah 

4. Direktorat 

Pengembangan 

Strategi dan 

Kebijakan Pengadaan 

Umum 

5. Direktorat 

Pengembangan 

Strategi dan 

Kebijakan Pengadaan 

Khusus 

6. Direktorat 

Pengembangan Iklim 

Usaha dan 

Kerjasama 

Internasiona 

7. Direktorat 

Perencanaan 

Transformasi, 

Pemantauan dan 

Evaluasi Pengadaan 

8. Direktorat Sistem 

Pengadaan Digital 

9. Direktorat Pasar 

Digital Pengadaan 

10. Direktorat 

Pengembangan 

Profesi dan 

Kelembagaan 

11. Direktorat Sertifikasi 

Profesi 

12. Direktorat Advokasi 

Pemerintah Pusat 

13. Direktorat Advokasi 

Pemerintah Daerah 

14. Direktorat 

Penanganan 

Permasalahan 

Hukum  

15. Pusat Data dan 

Informasi  
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No. 
Kedudukan Dalam 

Tim 
Jabatan Unit Pengolah 

16. Pusat Pelatihan SDM 

dan Pengadaan 

Barang/Jasa  

17. Inspektorat 

 

 

Plh. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN 

PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH, 

 

           ttd 

 

IWAN HERNIWAN 
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